BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis diatas, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini, yaitu bahwa dalam putusan perkara No.:
9/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl anak yang berkonflik dengan hukum
dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali, sebab
memenuhi kualifikasi antara lain: tidak ada kesesuaian antara perbuatan
yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dengan akibat yang
diterima anak sebagai terdakwa, dan adanya hal-hal yang meringankan
berupa pemberian maaf dari pihak korban terhadap terdakwa serta nilai
objek yang dicuri dibawah upah minimum Propinsi (Rp. 1.800.000,00).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :
Agar Hakim dalam menjatuhkan putusan  berupa Tindakan
pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang
tua/wali, memperhatikan beberapa kualifikasi anak yang berkonflik
dengan hukum seperti: tidak ada kesesuaian antara perbuatan yang
dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dengan akibat yang diterima

anak sebagai terdakwa, dan adanya hal-hal yang meringankan berupa
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pemberian maaf dari pihak korban terhadap terdakwa serta nilai objek

yang dicuri dibawah upah minimum Propinsi (Rp. 1.800.000,00).
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